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Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai
mahluk Tuhan Y ang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan
dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan
martabat manusia. Salah satu hak asasi tersebut adalah "hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang
berlaku surut” atau lebih dikenal dengan "asas legalitas’. Akan tetapi, bila menyangkut pelaku pelanggaran
HAM yang berat yang terjadi di masalalu, sangatlah tidak adil bila para pelakunya dapat terbebas dari
kejahatan yang dilakukannya dengan berlindung dibalik asas legalitas. Pelanggaran hak asas manusia yang
berat merupakan "extra ordinary crimes' dan berdampak secaraluas, baik di tingkat nasional maupun
internasional.

Bahwa pelanggaran HAM berat telah diakui sebagai prinsip umum hukum internasional sebagai salah satu
kejahatan yang paling keji. Sejarah telah mencatat bahwa para pelaku kejahatan perang pada Perang Dunia
ke Il, telah dituntut melalui Mahkamah Internasional untuk mengadili para pelaku kejahatan HAM berat
masa lalu. Mahkamah ini merupakan tonggak sejarah dalam penyel esaian kasus pelanggaran HAM berat di
masa lalu yang menyimpangi asas legalitas, yaitu "asas retroaktif". Dengan asas retroaktif, hukum dapat
diberlakukan surut. Penyimpangan ini bukanlah merupakan pelanggaran HAM, akan tetapi penyimpangan
ini dilakukan karena justru untuk melindungi hak asasi manusia juga, yaitu hak asasi para korban, yang
dilaksanakan dengan adanya berbagai persyaratan dan adanya suatu keadaan yang darurat sifatnya.
Ketentuan mengenal asas legalitas dan asas retroaktif dapat ditemukan dalam Pasal 28l ayat (1) UUD 1945
dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
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